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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis data yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulan sebagai berikut :  

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya masih memiliki 

ketergantungan keuangan yang sangat tinggi pada Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi 

2. Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada pendapatan pajak daerah, 

pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan pengelolaan kekayaan alam 

mengalami selisih dan tidak memenuhi target pendapatan. 

3. Hasil analisis menunjukan bahwa analisis Varians Pendapatan dilihat 

dari realisasi pendapatan yang diperoleh terhadap anggaran pendapatan 

yang ditetapkan tahun 2015, 2016 dan 2017 belum efektif,  Derajat 

Desentralisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah 

tahun 2015 dan 2016 sangat kurang sedangkan tahun 2017 kurang, 

Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Transfer pada tahun 2015, 2016 

dan 2017 rendah sekali, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

terhadap target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 

2015, 2016, dan 2017 sangat efektif,  Biaya Pemerolehan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi Penerimaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada tahun 2015 dan 2016 kurang efesien sedangkan  
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tahun 2017 telah efisien.  Dengan kata lain Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dinilai berada 

pada tingkat kemampuan yang kurang baik. Dan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran belanja berada 

pada tingkat yang sudah baik. 

B. Saran 

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang didapatkan, maka saran yang 

diberikan penulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya 

sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya harus mengurangi 

ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah Pusat, agar dapat 

mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. Caranya, 

dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mengurangi 

besarnya dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya pada Badan Pengelol 

Keuangan dan Aset dalam mengelola pendapatan daerah harus lebih 

maksimal lagi agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik di 

tahun berikutnya, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan 

daerah. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya harus lebih maksimal 

lagi agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik. dan Pemerintah 
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4. Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya juga harus mempertahankan dan 

meningkatkan efesiensi belanja modal. 
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